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	Nama SOP : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
	1.  Memahami regulasi dan kebijakan pengelolaan data fakir miskin.

	2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
	2.  Menguasai mekanisme pendataan, verifikasi, dan validasi data sosial ekonomi.

	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
	3. Mampu mengoperasikan aplikasi SIKS-NG/DTSEN.

	   4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kabupaten Kutai Timur
	4.  Memiliki kemampuan administrasi dan pengelolaan dokumen.

	5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin.
	5.  Memiliki integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

	6. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
	 

	 7. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
	 

	8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
	

	9. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Pertanggung Jawaban, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
	 



	Keterkaitan
	Peralatan

	 1. Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur - Penanggung jawab utama pengelolaan data fakir miskin, mulai dari penerimaan usulan, verifikasi dan validasi, penetapan penidaklayakan, perbaikan data, hingga pelaporan.
	1. Komputer/Laptop - Digunakan sebagai sarana pengolahan, penginputan, pemutakhiran, dan penyimpanan data fakir miskin.

	 2. Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial - Pelaksana teknis pengolahan data fakir miskin, termasuk input data ke sistem, verifikasi administrasi, validasi lapangan, dan penyusunan rekap hasil pengelolaan data.
	2. Aplikasi SIKS-NG/DTSEN - Digunakan sebagai media utama pencatatan, verifikasi, validasi, penidaklayakan, dan perbaikan data fakir miskin secara sistematis dan terintegrasi.

	 3. Pemerintah Kecamatan - Koordinator wilayah, memfasilitasi pendataan awal, klarifikasi data, dan mendukung pelaksanaan verifikasi dan validasi di lapangan.
	3. Printer, Scanner, dan Mesin Fotokopi - Digunakan sebagai alat pencetakan, penggandaan, dan digitalisasi dokumen pendukung pendataan, verifikasi, dan validasi data.

	 4. Pemerintah Desa/Kelurahan - Sumber data awal, melakukan pendataan warga fakir miskin, mengusulkan perubahan data, dan membantu klarifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat.
	4. Kamera/HP - Digunakan sebagai alat dokumentasi kegiatan verifikasi dan validasi lapangan sebagai bukti pendukung kondisi faktual.

	 5. Pendamping Sosial / Petugas Lapangan - Pelaksana verifikasi dan validasi lapangan, memastikan kesesuaian data dengan kondisi faktual serta menyusun berita acara verval.
	5. Alat tulis kantor (ATK) untuk kelengkapan administrasi.

	 6. Bupati Kutai Timur - Pembina dan pengambil kebijakan, memberikan arahan kebijakan umum terkait pengelolaan data fakir miskin di daerah.
	6. Jaringan Internet - Digunakan sebagai sarana akses aplikasi SIKS-NG/DTSEN, pengiriman data, serta pelaporan hasil pengelolaan data fakir miskin.

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	1. Bantuan sosial UEP tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi di luar tujuan usaha.
	1.  Data Kependudukan (KTP dan KK)..

	2. Data penerima harus akurat, diverifikasi, dan divalidasi agar tidak menimbulkan penerima ganda/ tidak tepat sasaran.
	2. Data DTKS/DTSEN.

	3.  Penerima bantuan yang terbukti menyalahgunakan bantuan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
	3. Data kependudukan (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga).

	4. Aparat/pelaksana dilarang melakukan pungutan atau meminta imbalan dalam bentuk apapun terkait pemberian bantuan.
	4. Dokumen usulan penidaklayakan.

	5. Dokumen administrasi (proposal, berita acara, laporan) harus lengkap untuk   pertanggungjawaban.
	5. Dokumen usulan perbaikan data.

	6.  Penyaluran bantuan wajib sesuai dengan SK penetapan penerima dan ketentuan yang berlaku.
	

	7.   Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala untuk mencegah penyimpangan.

	



	No
	Kegiatan
	Pelaksana
	Mutu Baku
	Keterangan

	
	
	Dinas Sosial
	Kecamatan/Desa
	Kementrian Sosial
	Dinas Sosial
	Bupati Kutai Timur
	Penerima Manfaat
	Kelengkapan
	Output
	

	1
	Mulai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Pengumpulan data fakir miskin dari desa/kelurahan
	
	
	
	
	

	
	Data Awal Penduduk
	Data usulan
	

	3
	Penerimaan dan input data ke sistem
	
	
	
	
	
	
	Data KTP dan KK.
	Data terinput
	

	4

	Verifikasi administrasi
	
	
	
	
	
	
	Dokumen kependudukan dan Penentu Kemiskinan di sistem
	Data terverifikasi
	

	5
	Penetapan usulan penidaklayakan
	
	
	
	
	
	
	BA Musdes/Muskel.
	Daftar penidaklayakan
	

	6
	Penetapan usulan layak
	
	
	
	
	
	
	BA Musdes/Muskel.
	Daftar usulan layak
	

	7
	Rekapitulasi hasil pengelolaan data dan finalisasi pengusualan data dan bantuan sosial
	
	
	
	
	
	
	Seluruh dokumen
	Rekap final
	

	8
	Pelaporan Rekapitulasi hasil pengelolaan data dan finalisasi pengusualan data dan bantuan sosial
	
	
	
	
	
	
	Laporan kegiatan
	Laporan resmi
	

	9
	Penggunaan Bantuan
	
	
	
	
	
	
	Kartu KKS
	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
	

	13
	Selesai
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